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 Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan 

dan persoalan pemenuhan hak atas air. Isu utama dari penelitian ini adalah 

terkait hak masyarakat dalam hal mengakses dan memperoleh air untuk 

melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Di dalam penelitian ini juga 

diangkat sebuah kasus yang merepresentasikan tentang bagaimana 

problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law 

prosess) terkait air dan juga bagaimana suatu produk hukum tersebut 

terwujud di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

masalah yang ada pada sektor perairan masih cukup serius, terutama 

dihadapkan pada banyaknya program yang bertujuan dan berakibat upaya 

privatisasi air yang seringkali program tersebut bertentangan dengan 

semangat dan upaya pemenuhan hak atas air. 
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 This research aims to analyse formation of laws and regulations 

regarding the fulfilment the right for clean water. The primary 

concern of this study is the community's right to water. The author 

will make a case in this study describing the issues with how rules 

and regulations are actually implemented in Indonesian society. 

The findings of this study show that Indonesia's attempts to 

complete the right to water and the water law sector still face 

significant obstacles, especially in light of the vast global ambition 

to privatize water, which is  contradicts the ideas and efforts in the 

fulfilment of society's right to clean water 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, selain daripada itu air juga disebut sebagai public 

goods dalam kata lain tidak dimiliki oleh orang seorang, akan tetapi dimiliki secara bersama-sama 

(global commons). Air harus dikelola secara kolektif dibawah pemerintah, bukan untuk 

diperdagangkan demi keuntungan sebagian orang. Pandangan tradisional tersebut telah berubah 

dan ditinggalkan, karena air bukan hanya sekedar ‘barang publik’ tetapi sudah menjadi komoditas 

ekonomi. Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang 

berlandaskan nilai ekonomi intrinsik (intrinsic value), yang dimana hal ini didasari atas 

keterbatasan dan kelangkaan (limited and scarcity)serta dibutuhkannya investasi dalam rangka 

penyediaan air bersih, untuk memenuhi hak atas air dari warga negara.  

Oleh karena itu, bisa kita pahami bahwa pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya 

air bergantung pada kepentingan industri suatu negara dan  bagaimana para pemangku kepentingan 

tersebut memperlakukan sumber daya air sebagai dasar  pembangunan secara keseluruhan, 

termasuk pengembangan sumber daya manusia. Ilustrasi kierangka filiosiofis dalam hal piemanfaatan 

sumbierdaya air yang dianut apakah antriopiosientrismie ataukah ieciosientrism ie  yang tiergantung pada 

tiga cakupan diomain siepierti siociietal siect ior diomain, privatie siectior diomain, dan public siectior 

diomain.  

Pienilaian akan air akan liebih kiomplieks jika cara pandang piemanfaatan sumb ierdaya air 

didasarkan pada landasan filiosiofis yang m iendasarinya. Landasan pandangan antriopiosientris adalah 

kariena manusia adalah pienguasa siegala siesuatu yang ada di muka bumi, maka s iegala tindakan 

harus bierpusat pada kiebutuhan manusia di atas kiebutuhan alam lainnya. Pandangan mahzab ini, 

aspiek utama dalam piemanfaatan sumbierdaya air adalah tierpienuhinya kiesiejahtieraan hidup manusia 

m ielalui piemienuhan kiebutuhan-kiebutuhan kionsumsi atas air. Hal tiersiebut liebih dipiertiegas lagi 

pada Pasal 53 Pieraturan Piemierintah Piengganti Undang-undang tientang Cipta K ierja, dimana 

t ierdapat pierubahan atas pasal 8 Undang-undang Niomior 17 Tahun 2019 tientang Sumb ier Daya Air 

yang mienyatakan bahwa “Hak Rakyat atas air dijamin p iemienuhannya iol ieh niegara siebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 yang dimaksud minimal k iebutuhan piokiok siehari hari ”.1 Dalam tingkat 

intiernasi ional, Pandangan air siebagai k iebutuhan dasar manusia ini juga disiebutkan pada Kiomitie 

 
1 Pierait iurain P iemierintaih Pienggainti iUndaing-iUndaing (P ierpiu) Nomor 2 Taihiun 2022 tientaing Ciptai Kierjai 
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PBB untuk Hak iEkioniomi, Siosial, dan Budaya. Pada fiorum tiersiebut mienghasilkan dieklarasi 

t ierhadap aksies atas air mierupakan siebuah hak dasar (fundamiental right), yang mienyatakan bahwa 

air adalah bienda siosial dan budaya, tidak bisa hanya dianggap siebagai kiom ioditi iekioniomi. pada 

Pasal 53 Pieraturan Piemierintah Piengganti Undang-undang tientang Cipta Kierja, dimana t ierdapat 

pierubahan atas pasal 9 Undang-undang Niom ior 17 Tahun 2019 tientang Sumbier Daya Air “Atas 

dasar pienguasaan niegara tierhadap Sumb ier Daya Air siebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Piem ierintah Pusat dan/atauP iemierintah Daierah siesuai diengan niorma,standar, priosiedur, dan kritieria 

yang ditietapkaniol ieh Piemierintah Pusat dibieri tugas danwiewienang untuk miengatur dan miengieliola 

Sumbier Daya Air”.2 

Diengan diemikian kionsiep kiepiemilikan atas sumb ier daya air adalah milik b iersama umat 

manusia (ries c iommunis) dan iolieh karienanya tidak bisa dimiliki s iecara privat layaknya s iebuah 

bienda privat (privatie gioiod)3.  Siebab sumb ier daya air adalah sumbier daya yang miempiengaruhi 

hajat hidup iorang banyak dan m iemiliki k iesinambungan langsung d iengan hak hidup manusia. 

Pienguasaan siecaramprivat atas sumbier daya air bisa mienyiebabkan tierhalangnya hak/aks ies iorang 

lain t ierhadap sumbier daya air, dimana hal ini tidak dapat dibienarkan diengan alasan apapun4.  

Pientingnya air bagi kiehidupan manusia mienjadikan hak atas air dikatiegiorikan siebagai salah satu 

hak asasi manusia (watier human rights), baik di aras gliobal maupun di lieviel nasiional5. Adanya 

kiontradiksi antara nilai-nilai filiosiofis dan p iengaturan  diengan priobliematika piengaturan dan  

piemienuhan hak atasmair t iersiebut yang m ienjadi isu utama dari p ienielitian ini. Pada intinya 

pienielitian ini miembahas tierkait piersioalan p iengaturan hukum pada siektior air dan priobl iem dalam 

piemienuhan hak atas air di Indioniesia. 

Siebagai kiebutuhan primier manusia, kiebieradaan air tiersiebut tielah dijamin iolieh kionstitusi, 

pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang pada intinya mienyiebutkan “Bumi dan air dan kiekayaan alam 

yang t ierkandung didalamnya dikuasai iol ieh niegara dan dipiergunakan untuk siebiesar-biesar 

kiemakmuran rakyat”. Dalam k ionstitusi adalah suatu bientuk utuh dari kiontrak antara piem ierintah 

 
2 Pierait iurain P iemierintaih Pienggainti iUndaing-iUndaing (P ierpiu) Nomor 2 Taihiun 2022 tientaing Ciptai Kierjai 
3 Haimid Chailid, Haik-Haik A isaisi Mainiusiai aitais A iir: St iudi tientaing Hiukium A iir di B ielaindai, Indiai dain Indon iesiai, 

Disiertaisi (Jaikairtai: Prograim Doktor Faikiultais Hiukium iUniviersitais Indoniesiai 2009).[41] 

 
4 Rosie Mairy, ‘Right to Waitier: Thieor ieticail Concierns aind Praicticail Issiuies’, (2006), Vol. 67 Thie Indiain Joiurnail of 

Politicail Sciiencie. [759-765] 
5  Sailmain M. Ai. Sailmain, “Thie Hiumain Right to Waitier—Chailliengies of Impliemientaition’, (2012), Vol. 106 

Procieiedings of thie Ainniuail Mieieting (Aimiericain Soci iety of Int iernaitionail Laiw). [44-46] 
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dan warga niegaranya. Mienurut Undang-Undang Niom ior 1 Tahun 2011 t ientang Pierumahan dan 

Kawasan Piermukiman disiebutkan bahwa sietiap iorang miemiliki hak untuk hidup s iejahtiera lahir 

dan batin, biert iempat tinggal, dan miendapatkan lingkungan hidup yang baik dan s iehat siebagai 

kiebutuhan dasar manusia. iOl ieh kariena itu niegara harus miemiliki tugas pienting dalam 

piemienuhannya. Dimana piemienuhan air minum juga t iermasuk dalam hal yang harus dilakukan 

iol ieh piemierintah. Siemangat ini juga t iermaktub pada Pasal 3 UU N iom ior 36 Tahun 2009 yang 

m ienjielaskan bahwa piembangunan kiesiehatan mierupakan inviestasi dalam piengiembangan sumb ier 

daya manusia yang prioduktif siecara siosial dan iekioniomi, sierta biertujuan untuk m ieningkatkan 

piengietahuan, minat, dan kiemampuan siemua iorang untuk mienjalani hidup siehat guna miencapai 

dierajat kiesiehatan masyarakat yang tinggi. S ielama ini air mienjadi iobj iek pierdiebatan bahkan sumbier 

dari siengk ieta, hal ini dis iebabkan iol ieh ieksist iensi dan manfaat air yang sangat vital bagi k iehidupan 

manusia dan mahkluk hidup lainnya 6.  

Miemahami air siebagai hak asasi manusia m iemiliki dua makna. Di satu sisi t ierdapat 

piemahaman bahwa air m ierupakan kiebutuhan paling iesiensial bagi k iebieradaan manusia. 

Kiet iersiediaanmairm.biersih yang bierkielanjutan adalah bagian dari upaya m iewujudkan tiercapainya 

cita-cita tiersiebut. Aksies air biersih yang miemadai akan mieningkatkan dierajat kiesiehatan 

masyarakat. Masyarakat yang s iehat dan pr ioduktif mienjadi miodal dasar untuk m iewujudkan 

Indioniesia yang adil, makmur, dan siejahtiera. Kariena itu,  piem ienuhan air biersih siecara baik adalah 

siebuah priioritas utama. Siebab, diengan p iemienuhan air biersih  akan bierdampak tierhadap 

kielangsungan dan pieningkatan kualitas hidup dalam siegala lini aspiek. Pada putusan Mahkamah 

Kionstitusi disiebutkan bahwa fungsi air sangat vital bagi kiehidupan manusia dan dapat juga 

dikatakan s iebagai kiebutuhan yang siediemikian pientingnya siebagaimana kiebutuhan mahluk hidup 

t ierhadap udara. Piemienuhan aksies t iehadap pasiokan air biersih m ierupakan siebagai hak asasi 

manusia, hal ini dibuktikan diengan adanya biebierapa fiorum dan pierjajian intiernasi ional siebagai 

bierikut: 

(a) Piagam piemb ientukan Wiorld Hiealth iOrganizati ion 1946. Didalam piagam 

dijielaskan bahwa “thie ienjioymient iof thie highiest attainablie standard iof hiealth is 

ionie iof thie fundamiental rights iof iev iery human bieing”; 

 
6 J. W. Millimain, ‘Waitier Laiw aind Privaitie Diecision-Maiking: Ai Critiq iuie’, (1959), Vol. 2 Thie Joiurnail of Laiw & 

iEconomics. [41-48] 
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(b) Articlie 25 Univiersal Diecl aratiion iof Human Rights yang mienyiebutkan: 

“iEv ieryionie has th ie right t io standard iof living ad iequatie f ior thie hiealth and w iell- 

bieing iof himsielf and iof his family”; 

(c) Pasal 12 Intiernati ional Ciov ienant ion iEcioniomic, S iocial and Cultural Rights 

mieny iebutkan: Th ie Staties Partiies tio thie priesient Ciov ienant riec iognizie thie right iof 

ieviery ionie tio th ie ienjioymient iof thie highiest attainablie standard iof physical and 

miental hiealth. 

(d) Pasal 24 (1) Cionv ientiion ion th ie Rights iof Child (1989) yang m ienyatakan: Staties 

Partiies riec iognizie thie right iof th ie child tio thie ienjioymient iof thie highiest attainablie 

standard iof hiealth and tio facilitiies f ior thie trieatmient iof illniess and riehabilitatiion 

iof hiealth.StatiesmParti ies shall striv ie tio iensurie that n iomchild is diepriv ied iof 

hismior hiermright iof acc iess t io suchmhiealthmcarie siervicies.  

 

Siebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, piosisi n iegara dalam hal ini adalah hubungannya 

diengan kiewajibannya yang disiebabkan iol ieh hak asasi manusia, niegara miemiliki kiewajiban untuk 

m ienghiormati (tio riespiect), mielindungim(tio priot iect), danmmiem ienuhinya (tio fulfil). Kionsieku iensi 

dari adanya hal yang dilakukan iolieh piem ierintah adalah niegara harus mienjamin agar sietiap iorang 

dapat miemienuhi kiebutuhan akan air. hal ini tidak hanya mienyangkut kiebutuhan saat ini tietapi 

harus t ietap visiionier dan juga dijamin k iesinambungannya untuk masa diepan kar iena siecara 

langsung mienyangkut ieksist iensi manusia.  

UU SDA m ienyiebabkan rawan tierjadinya kiom iersialisasi tierhadap kiom ioditaslair 

karienalmienganut prinsip “pienierima manfaat jasa piengieliolaan sumbier daya air wajib m ienanggung 

biaya piengiel iolaan” siesuai diengan jasa yang t ielah dipiergunakan. Dalam hal ini air bukan siebagai 

iobj iek yang bisa dihargai siecara iekioniomi, iolieh kariena itu tidak ada rumus atau patiokan untuk 

m ienghitung air siebagai k iompionien dalam jumlah yang harus dibayar iol ieh p ienierima manfaat air. 

Prinsip “pienierima manfaat miembayar piengieliolaan sumbier daya air” dalam impliem ientasinya tidak 

dapat dikienakan kiepada piengguna air untuk k iepierluan siehari-hari, dan untuk kiepientingan siosial 

sierta k iemaslahatan umum. Pietani p iemakai air, piengguna air untuk k iepierluan p iertanian rakyat 

dibiebaskan dari kiewajiban miembiayai jasa p iengiel iolaan sumbier daya air. 

Pienggunaan sumbier daya air untuk miendukung pieriekioniomian  kiecil harus diputuskan 

siecara bierbieda dari pienggunaan sumb ier daya air industri biesar. iOl ieh kar iena itu, nilai akurasi 

m ienjadi p iertimbangan saat m ienggunakan pr iogram ini. Jika prinsip ini tidak dit ierapkan,  bierarti 

pienierima manfaat tidak p ierlu mienanggung biaya administrasi, dan yang j ielas p ienierima manfaat 

adalah kieliompiok industri swasta biesar yang banyak mienggunakan sumbier daya air. Dimana hal 

ini tientunya mienimbulkan kietidakadilan antar lapisan masyarakat. 
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Piem ierintah pada kienyatannya miendukung arah riefiormasi kiebijakan sumbier daya air yang 

diriencanakan Bank Dunia dalam hal miembuka pintu bagi pihak-pihak swasta untuknmienjadi 

mitranpiemierintah siepadan diengan kionsiep yang dibawa Bank Dunia untuk Kiemitraan Publik-

Privat (Public-PrivatienPartniership) diengan juga Privatie Siectior Participatiion m ielalui piertimbangan 

bahwa air juga kiom ioditas iekioniomi. Diengan pandangan ini,akhirnya piemierintah mulai biertindak 

diengan adanya RUU Sumbier Daya Air yang dibierikan kiepada DPR. Akhirnya tanggal 19 Fiebruari 

2004, DPR RI m iengiesahkan RUU SDA m ienjadi UU Nio. 7 Tahun 2004 tientang SDA siet ielah 

ditunda biebierapa kali dalam piengiesahannya. 

Dalam pierjalanannya UU SDA t iersiebut m iengalami dua kali p ienguujiannkionstitusi ionalitas 

iol ieh Mahkamah Kionstitusi yaitu,mielalui p iengujian piertama pada tahun 2005 yang dilakukan 

m ielaluinPierkara Niomior0058-059-060-063/PUU-II/2004ndan Pierkara Niom ior 008/PUU- 

III/2005nsierta piengujian kiedua, yaitu pada tahun 2015 m ielalui Pierkara Niom ior 85/PUU-IX/2013. 

Dampak kuasa0miodal yang dianggap kiental0dan mienjauhkan Undang-undang-..ini dari siemangat 

yang ada pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, pada0awalnya-mielalui piengujian-.piertama 

dan dianggap masih b ielum nampak, siehingga MK m iemutuskan Undang-undang ini c ionditiionally 

c ionstitutiional (k ionstitusi ional-biersyarat). Siehingga pada piengujian kiedua, hal ini diafirmasi dan 

m iembierikan kiesimpulan bahwa UU SDA masih tidak s iesuai diengan kionstitusi. 

 Untuk m iengaktualisasikan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, p iemierintah 

m iengieluarkan prioduk hukum yang salah satunya Undang-Undang Niom ior 17 Tahun 2019 tientang 

Sumbier Daya Air. dimana dalam undang-undang ini diatur m iengienai piengieliolaan sumb ier daya air 

yang m ierupakan upaya-..m ieriencanakan,-..mielaksanakan,..miemantau dan m iengievaluasi 

pienyielienggaraan kionsiervasi sumbier daya air, pierdayagunaan sumbier daya air, dan p iengiendalian 

daya rusak air. Dalam hal ini pienguasaan tugas dan wiewienang untuk miengatur dan miengieliola 

sumbier daya air s iepienuhnya dikuasai iol ieh niegara, tierdiri atas piem ierintah pusat dan p iem ierintah 

da ierah, tiermaktub di Pasal 9 Undang-Undang Niom ior 17 Tahun 2019 tientang Sumbier Daya Air. 

Asas iot ioniomi atau asas dasar iotioniomi da ierah, didasarkan pada iot ioniomi daierah. Dan 

diengan mienierapkan hal ini,  hal ini didasari iol ieh harapan agar dapat miempierkuat tata k ieliola daierah 

dan piengieliolaan sumbier daya air yang iefisi ien untuk miendukung piembangunan bierkielanjutan. 

Siesuai d iengan prinsip swas iembada, iorganisasi harus dik ieliola d iengan mienitikbieratkan pada 

kiekuatan dan kiemampuan  sumb ier daya liokal. 
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Namun, pada akhirnya aturan tierkait tugas dan wiewienang untuk miengatur dan miengieliola 

sumbier daya air diubah mielalui Pieraturan Piem ierintah Piengganti Undang-undang Niom ior 2 Tahun 

2022 tientang Cipta K ierja, dimana tierdapat pierubahan atas pasal 9 Undang-undang Niom ior 17 

Tahun 2019 tientang Sumb ier Daya Air. Dalam pierubahannya bierbunyi: “(1) Atas dasar p ienguasaan 

niegara tierhadap sumbier daya air siebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Piemierintah Pusat dan/atau 

Piem ierintah Daierah siesuai diengan niorma, standar, priosiedur, dan kritieria yang ditietapkan iol ieh 

piemierintah pusat dibieri tugas dan wiewienang untuk miengatur dan miengiel iola sumbier daya Air”. 

 

M iETiODiE 

Pienielitian ini mierupakan pienielitian yang m ienggunakan miet iodie pienielitian hukum niormatif.7  Data 

dalam pienielitian didapatkan mielalui studi kiepustakaan maupun studi diokum ien. Pienielitian 

dilakukan tierhadap bahan hukum primier, siekundier dan tiersi ier. Bierdasarkan diengan apa yang tielah 

kiemukakan siebielumnya bahwa pienielitian ini miempunyai fiokus kajian yaitu pierihal piersioalan 

Piengaturan Sumbier Daya Air dan hak p iemienuhan atas air.Pienielitian-.ini mienjadikan bahan 

kiepustakaan siebagai kiompioniennutamanya Bahan hukum siekundier di dalam pienielitiannini, antara 

lain: bierbagai buku yang miembierikan gambaran miengienai kionsiep-kionsiep hukum 

t ierhadapnsumbier daya alam pada umumnya s ierta p ielaksanaannya di bierbagai niegara; bierbagai 

buku pierihal pienierapan hukum dan piengaruh p iolitik tierhadap pienierapan tiersiebut;bierbagai artikiel, 

makalah, jurnal, majalah, yang bierkienaan d iengan pierkiembangan pielaksanaan kionsiep hukum dan 

sumbier daya air. Bahan hukum t iersi ier tierdiri, antara lain kamus hukum dan bierbagai kamus 

lainnya yang maiemiliki kiesinambungan diengan kajian hukum dan piolitik 

 

P iEMBAHASAN DAN ANALISIS  

P ienietapan Undang-Undang Niomior 17 Tahun 2019 

Di Ind ioniesia piengaturan tierkait sumbier daya air tiermaktub pada  Undang-Undang Niom ior 17 

Tahun 2019 t ientang Sumbier Daya Air, namun hal ini justru miendioriong b iebierapa pierubahan 

pasaca disahkannya Pieraturan Piemierintah Piengganti Undang-undang Nio. 2 Tahun 2022 t ientang 

 
7 P ienielitiain hiukium normaitif dailaim disiertaisi ini b iukain hainyai dilaikiukain t ierhaidaip dok iumien hiukium, t ietaipi j iugai 

aisais-aisais hiukium dain normai-normai hiukium tidaik tiert iulis laiinnyai. [ John H. Fairrair, Ainthony M. Diugdailie, Introdiuction 

to Liegail M iethod, (London: Swieiet & Maixwiell, 1984). [8-10]. Baindingkain diengain Soierjono Soiekainto, Piengaintair 

P ienielitiain Hiukium, (Jaikairtai iUIP 1986). [51]] 
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Cipta Kierja yang mienyiebabkan riegulasi p iengiel iolaan air miengalami pierubahan dalam hal 

kiewienangan piengiel iolaan yang diambil iol ieh piemierintah pusat. Pieraturan pierundang-undangan di 

Indioniesia bielum siecara ief iektif dan iefisi ien mielindungi piel iestarian sumbier daya air. P ierlindungan 

hukum sumb ier daya air ini pienting siebagai piedioman tingkah laku masyarakat s iebagaimana tujuan 

hukum adalah untuk miengatur tata tiertib di masyarakat. 

Bierdasarkan uraian Pasal 33 Undang-Undang Dasar Riepublik Indioniesia Tahun 1945 dan tie iori 

niegara kiesiejahtieraan siebagai landasan piolitik hukum sistiem pieriekioniomian di Indioniesia. Maka 

dapat disimpulkan bahwa p ieran niegara sangat pienting dalam kiegiatan pieriekioniomian, khususnya 

untuk siekt ior stratiegis siepierti bidang air yang m ierupakan kiebutuhan dasar warga n iegara. 

T ierpienuhinya kiebutuhan warga niegara ini mierupakan kiewajiban niegara untuk m iemienuhinya. 

Pienj ielasan Undang-Undang Niom ior 17 Tahun 2019 t ielah miemaparkan bahwa air siebagai sumbier 

daya miemiliki 3 fungsi yaitu: (1) fungsi siosial, (2) fungsi lingkungan hidup dan (3) fungsi iekion iomi 

yang dijalankan siecara sielaras. 

Fungsi siosial miengutamakan piemanfaatan air untuk kiepientingan umum di atas k iepientingan 

individu. Sielanjutnya fungsi lingkungan hidup b ierarti sumbier daya air mienjadi bagian dari 

iekiosist iem siekaligus siebagai tiempat kielangsungan hidup fliora dan fauna. S iedangkan fungsi 

iekioniomi bierarti bahwa sumbier daya air dapat didayagunakan untuk m ienunjang kiegiatan usaha 

diengan siejumlah p iemungutan pajak air tanah dan pajak air p iermukaan. Siebagai sumb ierdaya 

iekioniomis bukan bierarti air miemiliki harga tiertientu siehingga mienjadi bieban bagi kiel iompiok 

masyarakat miskin. Ada dua hal dalam prinsip iekioniomi air yaitu nilai (valuie) dan biaya bieban air 

(charging). Nilai air miengindikasikan piendistribusian air yang rasi ional siebagai sumb ierdaya yang 

t ierbatas (scarie riesiourcie) yang diatur dalam suatu p ieraturan piemierintah. Siedangkan biaya bieban 

dimaksudkan untuk miend ioriong upaya kionsiervasi dan pierilaku h iemat air, mienciptakan insientif 

piengieliolaan k iebutuhan air, mienutupi biaya inviestasi infrastruktur sumbierdaya air (Suni & Liegionio, 

2021). 

Piengiertian piengiel iolaan sumbier daya air diatur dalam Undang-Undang Riepublik Indioniesia Niomior 

17 Tahun 2019 tientang Sumbier Daya Air siebagai bierikut. “Piengiel iolaan Sumbierdaya Air adalah 

upaya mieriencanakan, mielaksanakan, miemantau, dan miengievaluasi pienyielienggaraan kionsiervasi 

sumbier daya air, piendayagunaan sumbier daya air, dan pieng iendalian daya rusak air”. B ierdasarkan 

uraian tiersiebut, tierdapat 5 aspiek dalam pieng ieliolaan sumbier daya air yaitu : 

1) kionsiervasi,  
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2) piendayagunaan,  

3) piengiendalian daya rusak,  

4) piembierdayaan masyarakat dan  

5) sist iem infiormasi sumbier daya air.  

Aspiek kionsiervasi tierdiri dari piengieliolaan kualitas, p iengawietan dan pierlindungan. Asp iek 

piendayagunaan tierdiri dari piengiembangan, p iendayagunaan, p ienyiediaan dan piengusahaan. Asp iek 

piengiendalian daya rusak tierdiri dari: p ienciegahan, pienanggulangan dan piemulihan. Aspiek 

piembierdayaan masyarakat dan sist iem infiormasi sumbier daya air mierupakan aspiek piendukung dari 

kietiga aspiek lainnya.  8Siebagi upaya miewujudkan aspiek-aspiek piengieliolaan sumb ier daya air 

dipierlukan riegulasi yang miemadai agar dapat miengakiom iodir piengieliolaan sumb ier daya air. 

Instrum ien r iegulasi dalam p ienyielienggaraan lingkungan dan sumbier daya air, pada k iondisi alam 

yang masih b ielum tierganggu iol ieh pierbuatan manusia, maka iekiosist iem alam miembientuk dan 

m iengawasi lingkungan m ierieka siendiri siecara alamiah diengan siel ieksi alam untuk mielindungi 

pierubahan yang ada, namun pada masa kini manusia turut campur dalam m ienjaga ioptimalisasi 

lingkungan mielalui riegulasi, baik pada skala l iokal maupun gliobal. Riegulasi iol ieh manusia tiersiebut 

m iemierlukan infiormasi-infiormasi untuk miemastikan fungsi ionalisasi tiersiebut bierjalan d iengan baik, 

siehingga manusia pada masyarakat m iodiern masa kini mienganggap mampu untuk miempriosiesnya 

diengan aturan-aturan yang dibuatnya. Hal ini dip iengaruhi iolieh iera rieviolusi industri yang saat ini 

ditandai d iengan piola digital iecioniomy, artificial intielligiencie, big data, r iobiotic, dan siebagainya yang 

dikienal siebagai fieniomiena disruptivie inniovatiion juga akan miembierikan dampak pada bidang 

hukum siebagai rambu-rambu alami yang sielalu miembiersamai tatanan s iosial. Gl iobalisasi t ielah jauh 

m iemasuki babak baru diengan kiemajuan tieknioliogi yang siemakin canggih. Tak ada jalan lain bagi 

kita untuk siegiera mielakukan harmionisasi antara kiemajuan tieknioliogi diengan riegulasi yang tiepat 

untuk miembingkainya. 9  Diengan diemikian n iegara siebagai iorganisasi kiekuasaan m iengatur 

siehingga miembuat pieraturan, kiemudian mienyielienggarakan artinya m ielaksanakan (iexiecutiion) atas 

pienggunaan/pieruntukan (usie), piersiediaan (r iesiervati ion) dan piemieliharaannya (maint ienancie) dari 

bumi, air ruang angkasa dan k iekayaan yang t ierkandung di dalamnya, mienientukan dan m iengatur 

 
8 Kiustaimair. ‘Kairaiktieristik Infraistr iuktiur P iengielolaiain Siumbier Daiyai Aiir Dailaim iErai Rievol iusi Indiustri 4.0’ (2019), 

Prosiding SiEMSISNAi. [4–9] 
9 Hairis Kiurniaiwain, ‘Rielievainsi Hiukium dain T ieknologi Di iErai Rievoliusi Ind iustri 4.0’. (Mierdiekai.com, 2018) 

https://www.m ierdiekai.com/pieristiwai/r ielievainsi-h iukium-daintieknologi-di-ierai-r ievoliusi-ind iustri-40.html aicciesied 15 

Diesiembier 2022 

https://www.merdeka.com/peristiwa/relevansi-hukum-danteknologi-di-era-revolusi-industri-40.html%20accesed%2015%20Desember%202022
https://www.merdeka.com/peristiwa/relevansi-hukum-danteknologi-di-era-revolusi-industri-40.html%20accesed%2015%20Desember%202022
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(m ienietapkan dan miembuat pieraturan-pieraturan) hak-hak apa saja yang didapat dikiembangkan dari 

hak mienguasai dari niegara tiersiebut, dan m ienientukan dan miengatur (mienietapkan dan miembuat 

pieraturan-pieraturan) bagaimana s ieharusnya hubungan antara iorang atau badan hukum d iengan 

bumi, air, ruang angkasa dan kiekayaan alam yang tierkandung di dalamnya). 10 

 

P iembierlakukan Undang-Undang Niomior 11 Tahun 1974  

Berdasarkan pierspiektif siejarah, Indioniesia t ielah miengalami iempat gienierasi undang-undang yang 

t ierkait diengan air, yaitu Algiemienie Watier R iegliem ient tahun 1936, Undang-Undang Nio. 11 Tahun 

1974 t ientang Piengairan, Undang-Undang Nio. 7 Tahun 2004 t ientang Sumb ier Daya Air dan 

Undang-Undang Nio 17 Tahun 2019 tientang Sumb ier Daya Air. 

Piengaturan miengienai sumb ier daya air miengalami b iebierapa kali pierubahan. Siebielumnya sumb ier 

daya air diatur dalam Undang-Undang Niom ior 7 Tahun 2004 Mahkamah Kionstitusi (MK) pada 

tanggal 18 Fiebruari 2015 tielah miembatalkan kiebierlakuan siecara k iesieluruhan Undang-Undang 

Niom ior 7 Tahun 2004 tientang Sumbier Daya Air (SDA) kariena tidak miemienuhi prinsip-prinsip 

dasar piembatasan piengieliolaan sumbier daya air. Siehingga hal ini m ienyiebabkan aturan miengienai 

sumbier daya air dikiembalikan pada UndangUndang N iom ior 11 Tahun 1974 tientang Piengairan. 

Untuk miengisi kiekiosiosngan hukum Piem ierintah miengieluarkan dua pieraturan baru, yaitu Pieraturan 

Piem ierintah Nio. 121 Tahun 2015 tientang Piengieliolaan Sumbier Daya Air dan Pieraturan Piemierintah 

Nio. 122 Tahun 2015 tientang Pienyiediaan Air Minum (SPAM), Dalam PP 122 Tahun 2015 tientang 

SPAM, diuraikan p iembagian p ieran dan tanggungjawab masing-masing institusi dimana s iecara 

umum, wiewienang dan tanggungjawab piem ierintah pusat.  

Apabila niegara mienganut karaktier niegara yang diiorganisir untuk pierang maka prioduk hukum akan 

di ioriientasikan untuk kiepientingan pierang. Apabila n iegara hanya diiori ientasikan untuk b iertugas 

m ienjaga tata tiertib saja atau (Piolizieistaat) maka prioduk hukum akan diiorientasikan untuk tierbatas 

m ienjaga kiet iertiban dan tidak turut campur dalam upaya p iensiejaht ieraan (Vierz iorgingsstaat).  

11 Kiondisi ini m ienjielaskan bahwa undang-undang tielah dibuat s iecara sadar iol ieh 

piembuat/piengambil kiebijakan diengan siejumlah piemahaman dan kiepientingan yang mierieka miliki. 

iOl ieh siebab itu undang-undang mieski dipiercaya miemiliki nilai‐nilai dan makna yang maha p ienting 

 
10 Ai.P.Pairlindiungain, Komientair A itais iUndaing- iUndaing Pokok A igra iriai, (Ailiumni 2008). 

 
11 Jier iemy Waildron, Thie Dignity of Liegislaition (Caimbridg ie iUniviersity Priess 1999). 
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dalam mienata k iehidupan siosial, ia tietap siebagai hasil dari p iergiesakan dan tarik‐mienarik 

riepriesientasi piolitik‐iekioniomi yang miemiliki kiekuasaan tiertientu dalam miempiengaruhinya. 12 

Kiont ieks tiersiebut mienunjukan siepierti yang dikiemukakan Stiglier bahwa “riegulatiion is acquir ied by 

thie industry and is d iesignied and iopieratied primarily f ior its b ieniefit”.13 Kiondisi inilah pada akhirnya 

m ienjielaskan bahwa pieraturan juga miencierminkan campur tangan piemierintah, misalnya riegulasi, 

standar, atau pierizinan, tidaklah ditujukan untuk k iepientingan umum, akan tietapi justru b ierfungsi 

untuk mielayani kiepientingan kieliompiok/industri tiert ientu sielaku kuasa miodal (riegulatiory capturie).  

cara pandang yang bierbieda dalam piemanfaatan sumbierdaya air, dimana iekioniomi sietara diengan 

iekioliogi, atau apa yang dikienal diengan mahzab iecioc ientrismie. Sietiap ieliemien iekiosist iem manusia, 

hiewan, tumbuhan miemiliki kiedudukan/hak siedierajat dalam miendapatkan kiepientingannya. Sist iem 

nilai iekioniomi yang dibierlakukan tierhadap b ienda-bienda alam dikaitkan diengan intrinsic valuie, 

yang tidak dapat dinilai s iecara k ionviensiional iolieh piranti iekioniomi. Piemanfaatan sumb ierdaya air 

dipierlakukan siecara ramah lingkungan (riespiect and iobligatiion iof st iewardship). Kiesiejahtieraan 

manusia ditientukan iolieh d ierajat ‘piersahabatan’ manusia diengan alam tiermasuk dalam hal 

kionsumsi, pr ioduksi dan distribusi. Manusia dianggap s iebagai citiz iens iekiosist iem yang b ierstatus 

sama d iengan makhluk lain dalam kiegiatan k ionsumsi dan pr ioduksi, siehingga d iecisi ion ion th ie 

alliocatiion iof riesiourcies arie biest madie in piolitical ariena and liocal ciommunitiies as wiell as in markiets 

(Dharmawan dan Putri, 2000, disarikan dari Di iesiendiorf and Hamiltion, 1997:59). Cara pandang 

dalam pieng ieliolaan sumbierdaya air sangat t iergantung pada kiepientingan dari diomain/ranah yang 

ada pada suatu niegara dan tiergantung bagaimana stakiehioldiers tiersiebut miempierlakukan 

sumbierdaya air siebagai dasar bagi piembangunan siecara kiesieluruhan, tiermasuk p iembangunan 

untuk sumb ierdaya manusianya 

 

 
12  Jimly Aisshiddiqi ie, Gaigaisain Kiedaiiulaitain Raikyait Dailaim Konstit iusi Dain  Pielaiksainaiainnyai Di Indon iesiai: 

P iergiesierain Kiesieimbaingain A intairai Individiuailismie Dain Kol iektivismie Dailaim Kiebijaika in Diemokraisi Politik Dain 

Diemokraisi iEkonomi Sielaimai Tigai Maisai Diemokraisi, 1945-1980-Ain (Ichtiair Bair iu Vain Hoievie, 1994); Miuhaimaid 

Raimdain Aindri Giunaiwain Wibisainai, ‘Caimpiur Taingain P iemierintaih Dailaim Piengielolaiain Lingk iungain: S iebiuaih 

P ienieliusiurain T ieoritis Bierdaisairkain Ainailisa i iEkonomi Aitais Hiukium (iEconomic Ainailysis of Laiw)’, (2017), Vol. 47 J iurnail 

Hiukium Dain Piembaingiunain. [151–82] 
13  Gieorg ie J Stigl ier, ‘Thie Thieory of iEconomic Riegiulaition’, (1971), Thie Biell Joiurnail of iEconomics aind 

Mainaigiem ient Sci iencie. [3–21] 

 



SIMBUR CAHAYA: Volume XXX No.2, Desember 2023 

384 
 

Pierlindungan Hukum Piengiel iolaan Sumbier Daya Air Pasca B ierlakunya PiERPPU Cipta Kierja, 

Undang-undang Niom ior 17 tahun 2019 tientang Sumbier Daya Air m ierupakan undang-undang yang 

disahkan p iemierintah untuk mienggantikan Undang-Undang Niom ior 7 Tahun 2004 t ientang Sumb ier 

Daya Air yang tielah dibatalkan iol ieh Mahkamah Kionstitusi. Adanya undang-undang sumb ier daya 

air yang baru ini m ierupakan pierubahan pienting dalam pieng ieliolaan sumbier daya air agar dapat 

l iebih maksimal. Namun diemikian, b ielum sietahun Undang-Undang Niom ior 17 Tahun 2019 ini 

bierlaku, bielum dilakukan siosialisasi pada masyarakat dan p iem ierintah daierah Undang-Undang 

Niom ior 17 tahun 2019 tielah dilakukan amand iemien tierhadap biebierapa pasal mielalui ditierbitkannya 

PiERPPU Nio. 2 Tahun 2022 T ientang Cipta Kierja 

Pieratutan Piemierintah Piengganti Undang-undang Niomior 2 tahun 2022 tientang Cipta K ierja ini tielah 

m iembatasi pieran piemierintah daierah dalam p iengieliolaan sumbier daya air. Salah satunya dapat 

dilihat dari pierubahan Pasal 12 Undang Undang N iom ior 17 tahun 2019, yaitu : “Tugas dan 

wiewienang p iemierintah daierah siebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) m ieliputi tugas dan 

wiewienang Piemierintah Daierah Priovinsi dan/atau Piem ierintah Daierah Kabupatien/Kiota siesuai 

diengan niorma, standar, priosiedur dan kritieria yang ditietapkan iolieh Piem ierintah Pusat”. Kalimat 

yang mieniegaskan “siesuai diengan niorma, standar, priosiedur dan kritieria yang ditietapkan iol ieh 

piemierintah pusat” tielah mierujuk pada b ientuk piembatasan hak iot ioniomi yang dimiliki iol ieh 

piemierintah daierah untuk m iengieliola sumb ier daya air. Piemierintah daierah, baik priovinsi maupun 

kabupatien/kiota, hanya siebagai pielaksana dari kiet ientuan yang ditietapkan iol ieh piemierintah pusat. 

Tidak miempunyai hak iot ioniom untuk m ien ientukan dan miengurus siesuai d iengan kritieria daierah. 

Padahal, siecara kionstitusiional dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Niegara Riepublik Indion iesia 

Tahun 1945, tielah miembierikan hak iot ioniomi sieluasluasnya pada piem ierintah daierah (Ardhiwinda 

Kusumaputra, 2021).  

Pierlindungan hukum piengiel iolaan sumbier daya air kiondisi tiersiebut bierimplikasi pada p iengiel iolaan 

sumbier daya air yang s ientralistik. Piemierintah daierah sieharusnya mampu untuk m ielakukan 

piengieliolaan sumbier daya air, justu kiewienangannya mienjadi tierbatas. iOl ieh kariena itu, pierlu 

dilakukan ievaluasi dan p ienataan kiembali r iegulasi tierhadap piembatasan iot ion iomi tiersiebut. Sienada 

diengan hal tiersiebut, pierlu upaya stratiegis untuk mierumuskan kionsiep riegulasi piengiel iolaan sumbier 

daya air yang baik agar t ierwujud pierlindungan hukum bagi masyarakat. K ionsiep riegulasi 

piengieliolaan sumbier daya air yang baik yaitu s iebagai bierikut:  
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a) Riegulasi piengieliolaan sumb ier daya air harus m iemuat 6 (ienam) prinsip-prinsip dasar 

piengieliolaan air mieliputi : (1) tidak m ienganggu, tidak miengiesampingkan dan tidak 

m ieniadakan hak rakyat atas air, (2) pierlindungan niegara tierhadap hak rakyat atas air, (3) 

kieliestarian lingkungan hidup siebagai salah satu hak asasi manusia, (4) p iengawasan dan 

piengiendalian iol ieh niegara atas air biersifat mutlak, (5) priioritas utama pienggunaan Sumb ier 

Daya Air untuk k iegiatan usaha dibierikan k iepada Badan Usaha Milik N iegara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Da ierah (BUMD), atau badan usaha milik d iesa dan (6) piembierian izin 

piengunaan Sumbier Daya Air untuk kiebutuhan usaha kiepada pihak swasta dapat dilakukan 

diengan syarat  tiert ientu dan kietat.  

b) Riegulasi piengieliolaan Sumbier Daya Air harus s ielaras diengan UndangUndang Niom ior 32 

Tahun 2009 tientang Pierlindungan Piengieliolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) dan 

piengaturan sumbier daya alam lain (c iont ioh : migas, tambang dll) agar tidak t ierjadi tumpang 

tindih aturan.  

c) Riegulasi piengieliolaan Sumbier Daya Air harus m iempierhatikan kiet ierpaduan antar siectior 

m ieliputi: 

(1) Kiet ierpaduan antara s iectior dalam piembuatan kiebijakan nasiional (crioss-siectiorral 

intiegratiion in natiional piolicy dievieliopm ient). Kiebijakan sumbierdaya air pierlu 

t ierintriegasi baik diengan kiebijakan piembangunan iekioniomi, siosial, maupun kiebijakan 

piembangunan siekt ioral. Siebaliknya k iebijakan iekioniomi dan siocial p ierlulah 

m iempierhitungkan implikasinya t ierhadap sumb ierdaya air;  

(2) Kiet ierpaduan siemua stakiehioldiers dalam p ieriencanaan dan piengambilan kieputusan, 

Kiet ierpaduan dalam asp iek ini mierupakan ieliem ien kunci dalam mienciptakan 

kiesieimbangan dan kiebierlanjutan pienggunaan air. Riealitasnya adalah bahwa masing-

masing stakiehioldiers m iempunyai k iepientingan yang b ierbieda dan siering biertientangan 

(kionflik) satu sama lain; 

(3) Harm ionisasi piem ierintah daierah diengan piemierintah pusat dalam piengieliolaan Sumbier 

Daya Air yang diatur didalam PiERPPU Nio. 2 Tahun 2022 tientang Cipta K ierja yang 

m ienghapuskan kiewienangan p iemierintah da ierah dalam piengieliolaan Sumbier Daya Air 

dirievisi agar piengiel iolaan Sumbier Daya Air tidak mienjadi Sientralistik. ie. Piemierintah 

Pusat dan Piem ierintah Da ierah harus miemuat aturan turunan m iengienai piengieliolaan 
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sumbier daya air yang miemuat aspiek-aspiek (1) k ionsiervasi, (2) p iendayagunaan, (3) 

piengiendalian daya rusak,  

(4) piembierdayaan masyarakat dan  

(5) sist iem infiormasi sumbier daya air. 

Dalam hal kaitannya hak m ienguasai iolieh n iegara miemiliki biebierapa p ioin-pioin p ienting, biebierapa 

pioin p ienting dari hak mienguasai niegara ini tientunya miemiliki tujuan dan makna s ierta nilai yang 

bierbieda namun tujuan yang sama, diantaranya adalah s iebagai bierikut14  :  

a) Lahir dalam kiontieks anti impierialismie, anti kapitalismie dan anti fieiodalismie;  

b) Siebagai pienghapusan tierhadap asas-asas d iom iein niegara yang dimanfaatkan iol ieh 

piemierintah kiol ionial untuk miengambil alih k iepiemilikan rakyat dan kiemudian mienyiewakan 

atau mienjualnya kiepada piengusaha asing dan partikielir;  

c) Siebagai sintiesa antara individualism ie dan kiol iektivismie/siosialismie;  

d) Pienguasaan ini liebih biersifat miengatur dan mienyielienggarakan (publik), untuk siebiesar-

biesar kiemakmuran rakyat (siebagai piertanggungjawaban);  

e) Dibatasi iol ieh kionstitusi;  

f) Pienyielienggaraan hak mienguasai iol ieh niegara adalah untuk kiesiejahtieraan umum, dapat 

did ieliegasikan kiepada daierah atau masyarakat hukum adat, t ietapi tidak bierlaku kiepada 

swasta. Pieranan piem ierintah yang sangat vital dalam urusan p iengieliolaan air dimaksudkan 

untuk mienciptakan kieadilan siosial. Kieadilan siosial adalah kieadilan yang pielaksanaannya 

tidak lagi biergantung kiepada kiehiendak pribadi atau pada kiebaikan individu yang biersikap 

adil, tietapi sudah biersifat structural 

Apabila dihadapkan diengan mioniopioli dalam p iengiel iolaan sumb ier daya air, p iertientangan d iengan 

kieciendierungan paham libieralismie yang m iengususng pasar biebas bisa saja m iemunculkan 

piertientangan. Namun, dalam piosisi air siebagai bienda publik, campur tangan p iemierintah mienjadi 

siebuah kieniscayaan dan dalam kiont ieks Ind ioniesia, campur tangan piemierintah ini tielah mienjadi 

cara pandang kionstitusiional. Adanya campur tangan piemierintah dalam piengawasan, p iengaturan, 

maupun p iemanfaatan sumb ier daya air guna m ienciegah mioniopioli iol ieh siegielintir iorang atau 

kieliompiok t iertientu. 

 
14 Imaim Koieswaihyono, ‘Haik Miengiuaisaii Niegairai, Pierspiektif Indon iesiai Siebaigaii Niegairai Hiukium’, (2008), Taihiun 

kie-38 No.1 Jiurnail Hiukium dain P iembaingiunain. 
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Piem ierintah daierah dalam mielaksanakan urusan p iemierintah kionkurien wajib yang bierkaitan diengan 

pielayanan dasar, m iempunyai kiewienangan dalam piengiembangan sistiem pienyiediaan air minum. 

Kiet ientuan miengienai piengiembangan sistiem pienyiediaan air minum tiersiebut liebih lanjut diatur 

dalam pieraturan piemierintah yaitu P ieraturan Piemierintah Niom ior 16 Tahun 2005 t ientang 

Piengiembangan Sistiem Pieny iediaan Air Minum (Puspitasari&Nindyaningrum, 2015: 14). 

Kuasa miodal yang diemikian itu, jielas miemp iengaruhi priosies piembientukan undang-undang yang 

akan bierdampak kiepada kwalitas priosies dan partisipasi siemua pihak. P iembientuk undang-undang 

yang siecara niormatif mierupakan kiekuasaan yang saling tierpisah dan miengimbangi, pada akhirnya. 

Sietidak-tidaknya tierdapat dua cara dan m iotivasi bagaimana l iegislatior dapat disand iera diengan 

kuasa miodal. Piertama, mielalui miodiel yang dikienal siebagai matierialis. Miodiel sand iera ini 

ditimbulkan mielalui praktik kiorupsi b ierupa p ienyuapan atau sumbangan piolitik yang umumnya 

diasiosiasikan diengan kiorupsi.15  Kiedua, m ielalui miodiel bias kiognitif atau yang biasa dik ienal 

diengan miodiel nion matierialis.16 Miodiel ini timbul disiebabkan para liegislatior mulai bierpikir atau 

m iengintiernalisasi dirinya s iebagai pielaku kuasa m iodal atas industri atau pasar yang justru m ienjadi 

iobj iek yang diaturnya. Dua miodiel yang d iemikian ini miemiliki akibat yang kioriosif t ierhadap 

piembientukan pieraturan pierundangan-undangan dalam jangka panjang, yaitu b ierkurangnya 

pieraturan pierundang-undangan yang mielayani kiepientingan publik dan bieralih kiepada kiepientingan 

industri.17  

Dalam biebierapa dioktrin b ierkaitan d iengan r iegulatiory capturie t ielah mienjielaskan bahwa apabila 

kiepientingan dari suatu kieliompiok adalah biesar dan jumlah k ieliompioknya siedikit, maka k ieliompiok 

t iersiebut akan miemiliki piosisi yang liebih baik dalam miempiengaruhi jalannya riegulasi. 18 

4 (iempat) hal yang diharapkan dari priosies “sand iera” ini yaitu19:  

 
15 Cairp ientier aind Moss, ‘Pr ievienting Riegiulaitory Caiptiur ie: Spieciail Int ier iest Infliuiencie aind How to Limit It’; Michaiiel 

iE Lievinie aind Jiennif ier L Forriencie, ‘Riegiulaitory Caiptiur ie, Piublic Intier iest, aind thie P iublic Aigiendai: Towaird ai 

Synth iesis’, (1990), Joiurnail of Laiw, iEconomics, & Orgainizaition. [167–98] 
16 Cairp ientier aind Moss, ‘Prievienting Riegiulaitory Caiptiur ie: Spieciail Int ieriest Infl iuiencie aind How to Limit It’, (1990), 

Joiurnail of Laiw, iEconomics, & Orgainizaition. [167] 
17 Jieain-Jaicqiuies Laiffont aind Jieain Tirolie, ‘Thie Politics of Goviernm ient Diecision-Maiking: Ai Thieory of Riegiulaitory 

Caiptiur ie’, (1991), Vol. 106 Thie Qiuairt ierly Joiurnail of iEconomics. [1089–1127]; Toni Maikkaii aind John Braiithwaiitie, 

‘In aind oiut of thie Rievolving Door: Maiking S iensie of Riegiulaitory Caiptiur ie’, (1992), Vol. 12 Jo iurnail of Piublic Policy. 

[61–78] 
18 Baill ieisien, iE. J., & Moss, D. Ai., Goviernmient aind mairkiets: towaird ai niew thieory of riegiulaition (Caimbridgie 

iUniviersity Priess 2009). 
19 Cairp ientier aind Moss, Prievienting R iegiulaitory Caiptiurie: Spieciail Intieriest Infliuiencie aind How to Limit It; Baill ieisien 

aind Moss, Goviernmient aind Mairkiets: Towaird ai Niew Thieory of Riegiulaition 
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1. Miengiontriol pieraturan pierundang-undangan dan badan piembientuknya 

2. Bierhasil dalam miengkioiordinasikan kiegiatan dari badan riegulasi diengan kiegiatan mier ieka, 

siehingga kiepientingan pribadi mierieka bisa dipuaskan. 

3. Mienietralisir atau miemastikan kinierja badan r iegulasi tidak ada atau biasa-biasa saja 

4. Dalam priosies int ieraksi d iengan riegulatior, bierhasil miembuat r iegulatior k ie dalam pierspiektif 

bierbagi yang saling mienguntungkan. 

UU Nio 7 Tahun 2004 tientang Sumbier Daya Air (UU SDA), yang m iengatur miodiel privatisasi sierta 

kiom iersialisasi air yang bierpiot iensi did iominasi kaum piem iodal, tielah didisain rapi untuk m ielayani 

kiebutuhan kiekuasaan libieralisasi sumbier daya alam.20Upaya k iomiodifikasi dan swastanisasi air 

t iersiebut dilakukan iol ieh Bank Dunia, Wiorld Tradie iOrganizatiion (WTiO) dan liembaga intiernasiional 

lainnya diengan m iendiesak n iegara-niegara b ierkiembang untuk mienciptakan institusi yang 

m iendukung sistiem pasar air dunia.21 Infiltrasi ini dilakukan d iengan miemanfaatkan m iomientum 

riefiormasi yang siedang dilakukan iol ieh Indioniesia untuk miengatasi dampak yang tielah ditimbulkan 

dari krisis iekioniomi tahun 1997. Krisis yang m ielanda Asia itu mienyiebabkan jatuhnya 

pieriekioniomian Indioniesia dan diefisit nieraca piembayaran (balancie iof paymients), akhirnya 

m iendioriong Piem ierintah untuk miencari pinjaman ciepat untuk m iembantu n ieraca piembayaran 

Indioniesia yang niegatif pada saat itu. Bierkaitan diengan hal tiersiebut, Bank Dunia m ienawarkan 

pinjaman siepierti Structural Adjustmient Lioan (SAL) kiepada piemierintah Indioniesia, diengan 

piersyaratan dilakukan pierubahan struktural (kiel iembagaan, pieraturan dan piengiel iolaan dari siektior 

t iertientu).22 Priogram tiersiebut siemula disiebut d iengan Natural Riesiourc ies Structural Adjustm ient 

L ioan yang miencakup siektior kiehutanan, piertanian dan sumbier daya air. Dalam pierkiembangannya 

dipiecah mienjadi Agricultural Structural Adjustm ient Lioan dan Fioriestry Structural Adjustm ient 

L ioan yang di dalamnya hanya yang bierkaitan d iengan siekt ior p iertanian, kiehutanan dan sumb ier daya 

air. Siesuai diengan tingkat piersiapan, dan di siektior piertanian yang bierkaitan diengan masalah pupuk 

dan bieras sudah t iermasuk di dalam Liettier iof Int ient (LioI), maka Agricultural Structural Adjustment 

Loan mengerucut lagi menjadi Water Resources Sector Adjusment Loan yang hanya berkaitan 

 
 
20 Ibniu Sinai Chaindrainiegairai, “Piurifikaisi Konstit iusionail S iumbier Daiyai Aiir Indoniesiai,” (2016), Vol. 5 No. 3 Jiurnail 

Riechts Vinding: Miediai P iembinaiain Hiukium Naisionail. 
21  Yaincie Airizonie aind Ibniu S Chaindrainiegairai, “Jihaid Bierkonstit iusi: Miuhaimmaidiyaih Dain P ierjiuaingain 

Konsitit iusionail Mielaiwain Komodifikaisi Aiir”, (2017), iEdisi 35 Jiurnail Ilm iu Sosiail Dain Trainsformaitif WAiCAiNAi. [25–

54] 
22 Ibid 
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dengan sektor sumber daya air. Agenda utama dari program ini adalah mengganti UU No. 11 tahun 

1974 tentang Pengairan beserta produk hukum di bawahnya yang dinilai sudah saatnya untuk 

diperbaharui.23 

 

KESIMPULAN 

Pierlindiungan hiukium t ierhadap piengielolaan dan p iemanfaatan air s iebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 33 ayat (3) iUndang-iUndang Dasar 1945. Sielanj iutnya diatiur dalam iUndang-iUndang 

Nomor 17 Tahiun 2019 t ientang Siumbier Daya Air. Pasca piembierlakiuan PiERPPiU Cipta Kierja, 

riegiulasi piengielolaan siumb ier daya air mienjadi sientralistik. Siehingga dipierliukan siebiuah konsiep 

riegiulasi piengielolaan air agar dapat m ielaksanakan fiungsi p iengielolaan siebagaimana miestinya. 

Diharapkan piemierintah dapat miengievaliuasi piengatiuran piengielolaan siumbier daya air agar dapat 

siesiuai diengan tiuntiutan dan kiebiut iuhan masyarakat. Sielain itiu, harmonisasi, kietierpadiuan dan 

kierjasama siecara viertikal maiupiun horizontal antara piem ierintah piusat dan daierah m ieriupakan hal 

yang har ius dicapai agar dapat m ienghasilkan atiuran yang tidak biert ientangan ataiu m ieriugikan 

masyarakat 

Harapan tierhadap iefisi iensi dan piengierampingan birokrasi yang diharapkan, biukannya 

didapatkan, malah bierdampak diengan tidak t ierpieniuhinya harapan akan kiemanfaatan m ienjaga dan 

m iengielola siumbier daya air. Olieh kariena itiu, pierliu kiranya pieriubahan biunyi Pasal 9 ayat (1) dalam 

PiERPPiU Cipta Kierja tiersiebiut dip iertimbangkan dan dibahas kiembali siecara liebih hati-hati dan 

saksama, mielaliui diskiusi t ierbiuka mielibatkan para ahli di bidang siumbier daya air, piem ierintah, dan 

t ientiunya masyarakat. Siehingga yang siebieliumnya p iemierintah daierah siebagai pihak yang dibieri 

wiewienang dan t iugas iunt iuk m iengatiur dan m iengielola siumbier daya air biersama piem ierintah piusat 

t ietap dapat dipiertahankan. Hal ini diemi mienjaga kiesieimbangan hak-hak yang dimiliki daierah dan 

piusat dan mienghindari kiekiuasaan siel iuas-l iuasnya olieh piem ierintahan piusat. Cipta Kierja tidak 

m iengatiur jielas bagaimana pierizinan bieriusaha iunt iuk m ienggiunakan siumbier daya air kariena akan 

diatiur l iebih lanjiut dalam Pieratiuran Piem ierintah. konstitiusi siudah miembieri arah yang jielas 

bagaimana mienggiunakan siumbier daya yang ada di Indoniesia tiermasiuk air yakni iunt iuk siebiesar-

biesarnya kiemakmiuran rakyat, biukan iunt iuk korporasi ataiu miendatangkan inviestasi. Pienjielasan 

 
23 Ibid 
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iUm ium PBB Tahiun 2018 jiuga mieniegaskan air liebih dari siekiedar kiebiutiuhan pokok, tapi siebagai 

hak iuntiuk hid iup. 

iUiU No.17 Tah iun 2019 siudah m iengatiur c iukiup baik miengienai syarat yang harius dip ieniuhi 

siebielium siumbier daya air digiunakan iunt iuk k iebiutiuhan iusaha (swasta). iUiU No.17 Tah iun 2019 siudah 

m iengatiur ciukiup baik miengienai syarat yang har ius dipieniuhi siebielium siumbier daya air digiunakan 

iunt iuk kiebiut iuhan iusaha, siepierti tidak m ieniadakan hak rakyat atas air dan m iempierhatikan 

lingkiungan hidiup. Prioritas piengielolaan air p iun dilakiukan olieh BiUMN, BiUMD, dan badan iusaha 

milik diesa (B iUMDies). Jika kiebiut iuhan masyarakat tierhadap air siudah tierpien iuhi, bariu swasta bisa 

dibieri riuang iunt iuk mieng ielola siumbier daya air. PiERPPiU Cipta Kierja tidak m iengatiur jielas 

bagaimana pierizinan b ieriusaha iunt iuk m iengg iunakan siumbier daya air kariena akan diatiur l iebih lanj iut 

dalam Pieratiuran Piem ierintah Pasal 1 angka 21 iUiU No.17 Tah iun 2019 m iengat iur piengielola siumbier 

daya air adalah instit iusi yang dib ieri tiugas dan tanggiung jawab ol ieh piemierintah p iusat ataiu 

piemierintah daierah dalam piengielolaan siumbier daya air bierdasarkan kietient iuan pieratiuran 

pieriundang-iundangan. Nam iun, dalam PiERPiU Cipta Kierja t ierdapat p ieriubahan dalam kietient iuan itiu 

diengan mienghapius kiewienangan p iemierintah daierah. 
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